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2.1.1 Definisi perpajakan

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
serta Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
terlibat bahwa saiah satn sumber penerimaan negara adalah bersumber
daii sektor pajak. Definisi pajak #tu sendini, menurut ;

Rochmat Soemitro (2013: 1) : |

“Pajak adalah juran rakvat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-undang (yang dapat dipaksalkan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi vang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk meinm}hr pengeluaran umum.”

P.I.A Adriani (2012:2) :

“Pajak adalah iuran masyaraiod kepada Negara {yang dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umumm (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan vang gunanya adalah
untuk membiayai pengelumran woaum berhubung fugas Negara
untuk menyelengzarakan pemerintahan.”

S.1 Djajadiningrat (2012:25 -

“Pajak adalah kewajiban wmeverahkan sebagian kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suaiu keadaan, kejadian dan perbuatana
yang memberikan kedudukaa tertentu tetapi bukan sebagai
hukuman menurat peraturan vang ditetapkan Pemerintah serta
dapat dipaksakan tetapi @idak ada jasa timbal balik dari negara
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara nmum,”



MrDr NI Feldmann delam bolu perpajakan Indonesia oleh Diaz
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Priantara (2012:2) :

“Pajak adalah prestasi vung dipaksakan sepihak dan terutang
kepada penguasa {menuruf norma-norma yang ditetapkan penguasa
secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaray umnm.”

MIH Smeets dalam buki Perpajakan Indonesia oleh Dhaz Priantara
(2012:2):

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
porma-porma umum, dar vang dapat dipaksakan, tappa adanya
kontraprestasi yang dapat ditunjulian dalam hal yang individual,
maksudnya untuk membiaywi pengeluaran pemerintah.”

Sommeifeld Ray M., Apderson Herschel M., dan Biock Horace R

Dalam buku Perpajakan ind@n@szzﬁé..olell Diaz Priantara (2012:2)

“Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor
publik secara dipaksakan vang dipungut berdasarkan keuntunga
ekonomi fertentu dari nifai setara dalam rangka pemenuhan
kebutuhan negara dan objek-objek sosial.

Meaurut Undang-undang no 28 talon 2009 .

“Pajak Daerah, vang selanjuinya disebut Pajal, adalah kentribusi
wajib kepada Daerah yang teruiang oleh orang pribadi atan badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secars langsung dean digupakan unénk

keperivan Daerah bagi sebesar-Besarnya kemakmuran ralkyat.”

Dari beberapa definis: di atas terdapat persamaan pandangan atau
prinsip mengenai pajak. Perbedasn mengenai beberapa definisi tersebut
hanya pada penggunaan gava bahasa serta kalimatnva saja. Seningga

dapat disimpulkan babwa pajak adalah iuran kepada Negara (vang dapat



dipaksakan) vang terwtang oleh yang wailb membayarnva menurut
peraturan-peraturen dan tidek mendapatkan prestasi-presiasi kembali
vang dirasakan secara langsung

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Secara umum, pajek vang berlaku di Indonesia dapat dibedakan

yang dikelola oleh Pemerintal Pusat vang dalam hal ini sebagian dikelola
oleh Direltorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan, Sedangkan Pajak
Dacrah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di
tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berikut Jenis-jenis pajak
dilihat dari segi :
1. Ditinjan dari Pihak yany Manaungoung
1) Pajak Langsung
adalah pajak yang nembayarannya haros ditangpung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dizlibkan kepada pihak lain, seperti |
PBB dan PPh
2) Pajak Tidak Langsung
adalah pajak yang pembavarannya dapat dialihkan kepada pihak
lain. Seperti Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai
dan Cukai.
2. Ditinjau dan Sifatnya
L} Pajak Subjektif
adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak.

Dalam hal 1ni penentusn besamya pajak harus ada alasan-alasan



wajib pajak. Sepert: PPl

Pajak Objektif

Adalah pejak yang berdasarkan pada objeknya saja tanpa
merriperhatikan keadaan Cié.%‘i wajib pajak. Seperti PPN, PBB, PPn-

BM.

3. Ditinjau dari Pihak yang Memungut

1) Pajak Pusat atau Negara

%)
~—

Pajak yang dipungut oleh pernerintah pusat melahy aparatnya,
yaitu Digjen Pajak, Kﬂn‘ta}r;m&;pcksﬁ Pajak yang tersebar diseluruh
Indonesia, Dirjen Bea dan Cukat.
Pajak Daerah |
Adalah Pajak yang dipnagut oleh Pmerintah daerah dan terbatas
pada rakyat daerah i sendid, baik vang dilakukan Peinda
Tingkat 1 maupur Femda Tingkat 11 Jenis pajak daerabh
berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Reiribusi Daerah, bariknt jenis-jenis Pajak Daerah sesuai dengan
lokasi pemungutannysa:
a. Pajak Provinsi terdizi aias;
Pajak Kendarasn B@ﬁréﬂomn Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendarnan Bermotor, Pajak Air
Permukaan, dan Pagak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdird atas
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Pajak Hetel, Pajak Restoran, Pejak Hiburan, Pajak Rellame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parky, Pajak Air Taneh, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Buin: dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

dan Bea Perolehan Hall atas Tanah dan Bangunan,

Pajak mempunyai peranan yaag sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususaya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapsian negara untuk  membiayai  semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu pajak

mempunyai beberapa fungsi dalafm situs resmi Dirjen Pajak disebutkan

fungsinya, yain -

1.

2.

Fungsi anggaran (budgeiair

Sebagai sumber pendapsten nsgara, pajak berfungsi untuk
membiaya: pengeluaran-penpeluaran negara. Biaya ini dapat
diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa iny pajak digunakan untuk
pembiayaan rwutin sepert  belanja  pegawai, belanja barang,
pemeliharaan, dan  lain . scbagainya.  Untuk  pembiayasn
pembangunan, vang dikemarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam npegeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan
pemerintal ini dari sahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pem l:%aa;ngunan yang semakin menpingkat dan
ini terutama diharapkan dard s@kmr pajak.

Fungsi mengatar freguierend) .
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Dengan fungsi mengstur patak bisz digunakan sebagai alat untuk
mencapal tujuan. Corichava dalam rangka mengginng penanainan
modal, baik dalam negern z*a%aupua tuar negeri. dibentkan berbagai
macam fasilitas keringanan pa%;jab;.

3. Fungsi stabilitas
Diengan adanya pajak, pemermtah memibki dana untok menialankan
kebijakan yang berhubungan .{ien gan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ia: bisa dilakukan antara lain dengan jalan
mengatur peredaran uany di masyarakat, pemungutan pajak,
penggunaan pajak yvang eizkiif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapaian
Pajak yang sudah dipuvgoi oleh negara zhan digumakan untuk
membiayal semua kepentimpgan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembangunan schingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhimyve akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

Fungsi-fungsi pajak tersebut berperan demi ke efektivan terhadap
pemungutan pajak sehingga pajek vang dibebankan terhadap wajib pajak

akan berguna bagi masyarakat ataupun instansi urnum terkait.

it

2.1.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak
Tidak mudah vntuk merbebankan pajak pada masyarakat. Bila
terlalu tinggi, masyarakat aken cnggan mombayar pajak. Namun bila

terlalu rendah, maka pembangunan tidal aken berjalan karena kurangnva
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dana. Agar tidak menimbulker berbagal masalah, meke pemungutan

LR

pajak  harus memenuhi  persvaratan,  adapun  syarativa  menurut

Mardiasmo (2012 2), vaitu:

L.

Pemungutan pajak harus ad:!

Sepertt halnys produk lwkum pajak pun mempunyai tujuan untuk

menciptzkan keadilan delem hal pemungutan pajak. Adil dalam

perundang-undangan mauvom adil dalam pelaksanaannya, Perlakuan

adilnya antara lain :

1} Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

2j Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi
syarat sebagai wagib pajak

3} Sanksi atas pelangearan pajak diberlakukan secara umum sesnai
dengan berat ringannve pelanggaran

4) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

5) Pungutan pajak fidak mengganggn perekonomian

Pemungutan pajak harvs ciusabakan sedernikian tupa agar tidak
mengganggu  kondisi  perckonomian, baik  kegiatan produksi,
perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai
merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha

masyarakat pemasek pajak, teruiama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus

diperhitungkan. Jangan sswpai pajak yang diterima lebih rendah



i3

daripada biayz pengurasan naja tersebut. Sehingga waiib pajak tidak

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi

penghitungan maupun dar: seg wakhe
3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistern yang  sederhana ekan menindahkan wajib pajak dalam

menghitung beban pajak vang harus dibiayai selingga akan

memberikan  dampak  posisf bagt para wajib pajak  untok
meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Adapun bentuk
kebijakan penyedethanazn pemungutan pajak seperti :

1} Bea materai disederhavakan dart 167 macam taril menjadi 2
macam tarif

2} Tanf PPN yang beragax disederhanakan menjadi hanya satu tarif,
yaitu 10%

3) Pajak perscorangan unfuk badan dan pajak pendapatan untuk
perscorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh)
yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribaci)

2.1.5 Teori Dasar Pemnungutan Pajak
Setelah diterangkan mengenai asas pemungutan pajak adapun
teori yang mendasari pemuaguian pajak tersebut vang telah dikemukakan
oleh para ahli menurut Diaz Priatitara (2012:4) ada beberapa teori yang
mendasari adanya pemungutan vaiak, yaity
1. Teori Asuransi
Dalam teori mi diketaksn ‘bahwa tugas negara adalah untuk

melindungi warganya dengen:segala kepentingannya, yaitu seperti

ga
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W

keselamatan dan keamanan piwa ateupun harta bendanva. Seperti
halnya pada perjanjian asuransi atau pertanggungan maka untuk
perlindungan tersebut diperfukan pembayaran premi, dalam hal ini
pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran prem tersebut.
Teori Kepentingan

Teor! in: menckankan bahwa pembagian beban pajak pada pendnduk
seluruhnya harus didasackan masyarakat wmnum, termasuk juga
perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak
dihubungkan dengan kepeniingan masyarakat tersebut terhadap
negara. Maka sudah selayaknvalah jika biaya-biaya vang dikeluarkan
oleh negara untuk menuneikan kewajibannya dibebankan kepada
sehimh penduduk tersebut.

Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakekatniya mengandung suatu kesimpulan bahwa
dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang
diberikan cich negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa
dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutubkan
adanya biaya vang harus dipilad oleh warga dalam bentuk pajak.
Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu
haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar
sesuat dengan daya piku! seseorang dan untuk mengndor daya pikul
dapat dilihat dari dua ansur yaitu, unsur objektif (penghasilan,

kekayaan dan besamya peagcluaran seseorang) dan unsur subjektif
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(segala kebutuhan terutann mareriil dengan memperhatikan besar
kecilnya jumlah tanggungen keluarga)

4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemunguian pajak terletak pada hubungan antara
raxyat dengan negaraiya yang justru karena sifat suatu negara
menyelenggarakan kepentingan vmum maks timbullah hak mutlak
untuk memungut pajak. Sedangkan rakyat, harus selaly menyvadari
bahiwa pembavaran pajak scbagai suatu kewajiban asli untuk
membuktikan tenda baksinya kepada negara.

5. Teori Asas Daya Beli
Menurut teori ini fungsi pemunguian pajak dapat disamakan dengan
pompa, yaitn mengambil daye beli dari rumah fangga masyarakat
untuk rumah tangpa negare, kemudian menyalurkan kembali ke
masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat
dan membawa warga ke aeh ‘%;‘eﬁejahteman. Jadi penyelenggaraan
kepentingan masyarakat inilah vang dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan
negara saja, melainkan %cs:pemﬁs‘:gzm kepentingan masyarakat yang
meliputi kepentingan individu dan negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam perpaiakan ada beberaps proses sitem pemunguian pajak
menurut mardiasmo ¢2011:7) dibagi meigadi 3 bagian. Yaitu :

1. Official Assessment Sysiesm
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sistem  pemunguten paiak i mmemberikan  wewenang  kepada

pemeriniah  (pefugas pajak) umivk menentukan besarmya pajak

terthutang wajib pajak. Sisten pemungutan pajak ini sudah tidak

berlaku lag setelah retormast perpajakan pada tahun 1984, Cin-cirl

sistein perungutan pajak wi adalah

1} pajak terhutane dihitung oleh petugas paial

2} wajib pajak bersifat pasit, uzm

3} hutang pajak umbul sctelak: petugas pajak menghitung pajak yang
terhutang dengan diterbithannva svrat ketetapan pajak.

Self Assessment System

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib

pajak untuk menghitung sendidi, melaporkan sendiri, dan membayar

sendiri pajak vang terhutang vang seharusnya dibayar, Ciri-cin sistem

pemungutan pajak ini adalah

1} pajak terhutang dihitung senditi oleh wajib pajak,

2) wajib pajak bersifat aktif dengjan melaporkan dan membayar
sendiri pajak tethutang yang seharusnya dibavar, dan

3} pemerintah tidak perly mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap
saat kecunali cleh kasz.as»»kﬂ:;m fertentu saja seperti wajtb pajak
terlambat melaporkar atas membayar pajak terhwiang atau
terdapat pajak yang sel*za.m::«:ny;}; dibayar tetap: tidak dibayar.

Withholding Svstem

sistern pemungutan pajak ini miemberikan wewenang kepada pihak

lain atau pthak ketipa untuk memotong den memungut besarnya



pajak yang terhutang olel wajib pajak. Pihal ketiga disini adalah
prhak lain selain pemerintzh dan wajib pajak.
Sisiem pemungutan pajak vang berlaku di Indonesia sesuai dengan asas
pemungutan pajak menganutl $isiem pemungutan pajak self assesment
sysiem dan witholding systern.
2.2 Pendapatan Asli Daerah
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Dacrah
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomer 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Kevangan Antara Pusat dan
Dagrah Pasal 1 angka 18 bahwa -
“Pendapatan  asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang dipercleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perordang-undangan”,
Sedangkan pengertian pendapatan dacrah menurut penjelasan UU No.33
Tahun 2004 bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah
yang berswmber dari hasii pajak daerah, hasil retribusi Daerah,
basil pengelolaan kekayaan dacrah vang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah datam menggali pendanaan
dalam pelaksanaan otonem:i daerah sebagai mewnjudan asas
desentralisasi”.

Sebagaimana telah diurakan terlebih dabulu bahwa pendapatan
daerah dalam hal ini pendapaian asii daerah adalah salah sstu sumber
dana pembiayaen pembangunan daerah pada Kenvataannya belum cukup

memberikan sumbangan bagi pertumbuban daerak, hal ini mengharuskan
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permerintzh  daerah menggnl: dan mepinghatkan pendapatan daerah

terutama sumber pendapatan ash daerzh,

2.2.2 Sumber Pendapatan Ashi Dacrah (PAD)

I

Pajak Daerah

a.

Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang scianjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah vang terutang oleh orang pribad: atau badan
yang bersifat memaisa ‘E%ercla:sari{em Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan smbaian secara langsung dan digunakan untuk
kepertuvan daerah bagr ssbesar-besamya kemakmuran rakyat
(Pasal 1 Undang-Undatg Nomor 28 Tahun 2009).

Hasil Retribusi Daerah

Retwibust Daerah, yang selamjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertenta yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah uniak kepentingan orang pribadi atau badaun
(Pasal 1 Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 2009).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerab yang menn:hiki BUMD seperti Perusahan Daerah Air
Minum (PDAM), Bapk Pembangunan Daerah (BPD), badan
kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa,
pesanggrahan, dan  lam-lain  keuntunganuya —merupakan
penghasilan bagi daerah vang bersangkatan (Manif Nurcholis,

2007 : 184). Adapun Seiam itu hasil pengelolaan kekayaan daerah
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yang dipisahkan arters lain bagian laba, deviden, dan penjualan
saham milik daerab (Aimmd Yani, 2004 : 40)
d. Lain-Lain PAD Yang Sab

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keusngen antara Pemerivtalh Pusat dan Daerah,

fain-lain PAD vang sul: mc’;‘z;}:éputi :

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

by Jasa giro

¢) Pendapatan bunga

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uvang
asing

e) Komisi, potongan, atoupun bentuk lain sebagal akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atay jasa oleh
daerah.

2.3 Pajak Daerah
2.3.1 Pengertian pajak daerah
Dalam Peraturan Daersh {?ERDA) No. § Tahun 2010 Tentang
Ketentuan Umum Fajak Daerah {KLS"U Py

Pajak Daerah yang selanjwfmya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksz berdasarkan: Undang-Undang. dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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tahun  (2013:12) Ada beberape pengertian awmu istilah yang terkait

dengan pajak daerah antara lain

I, Daerah otonom, selanpsinva disebut daerah  adalah  kesatuan
masyarakat hakum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan  mengurus urusan pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat sciempat menurut prakarsa  sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pajak daerah, yang sclapjuinaya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah vang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan  mmbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebeser-besarnya kemalmuran rakyat.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik vang melakukan usaba maupun vang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbaias, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMID) dengan mama dan dalam bentuk
apapun, fivma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, oraganisasi massa, organisasi sosial politik
aau oraganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laimnya termasuk

xontrak investasi kolektifdan bentuk usala tetap.
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Subjek  Pajak, adalzh s:':ff:«‘zz.ég pribadi atar badan vang dapat
dikenanakan pajak.

Wajib Pajak, adalah orang p:.ribaé:i atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemoteng pajak, dan pemuagut pajak. yang mempunyat hak
dan kewajiban perpajekasn’ sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpaakan daerah,

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pengerian diatas maka pemerintah

mengkelompokan pajak daeralh menjad: dua, menuryt Undang-undang 28

tahun 2009 yai

1.

b2

Pajak Hotel

Adalah pajak pajak atas pelayanan yang disediakan oleh holel, Hotel
adalah fastlitas penyedia _ja,sa: penginapan] perstirahatan termasuk
jasa terkait lainmya dengan éé@lmgm bayaran, yang mencakup juga
motel, losmen, gubuk peariwis&ata} wisina pariwisata, pesanggrahan,
rumnah penginapan dan sgjenisnya, serfa rumah kos dengan jurnlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan vang disediakan restoran, Artinya restoran
adalah fasilitas penyedia makanan dan minwman dengan dipungut
bayaran yang mencakup juga tumah makan, kafe, kantin, warung,
bar, dan sejenisnya. .

Pajak Hiburan
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Adalah pajak atas penyelengoarsan hiburan, dalam hal ini hiburan
adalah semua jenis tonionar, periunjukan, permaman dan keramaian
yang dintkimati dengan pungutan bayaran.

4. Pajak Reklame
Adalah pajak atas peigelengaraan  veklame, Reklame  yang
dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang
benfuk dan corak raganwmys dwancang untuk fyuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan,  mempromosikan  atauvuntuk
menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan,
yang dapat dibhat, dibaca, didengar, dirasaken dan dinikmati oleh
wmm,

5. Pajak Parkir
Adalah pajak awms penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan,
baik yang diseciakan berkaitan: dengan pokok usaha yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyedizmn tempat penitipan
kendaraan bermotor.

6. Pajak Penerangan Jalan
Pajak atas penggunaan tenaga- listk, baik vang dibasilkan sendiri
maupunt diperoleh dari sumber fain.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Vaitu mineral bukan lozam .{:lan batuan sehagaimana dimaksud
didalam peraturan perucdang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

8. Pajak Air Tanah
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Paak ztas pengomielian dan/atay pemantaaten air permukaan

Adalah Paiak stas p

9. Pajak Sarang Burung Walel
Adalah Pajak atas kegiatun pengambilan dan/atau  pengusahaan
sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Ferdesaan dan Perkotaan
Adalah Pajak atas bumi dan/atan bangunan vang dimiliki, dikuasai,
dan/atan dimaniaatkan oieh orang pribadi atau badan, kecuah
kawasan vang digunakan untuk kegatan wusaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.
1 1. Bea Peroleha Hak atas Tanab dan Bangunan
Adalah pajak atas perolehan hak atas tanal dan bangunan. Peroclehan
hak atas fanah dan bangunan maksudnya adlah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.
2.3.3 Nilai ukur untuk hasil pajak daerah
Dalam pengelolaan Pezjak Daerah agar dapat menunjang
pelaksanaan Otonomi Daerah scrta manfaat dari membayar pajak dapat
dirasakan oleh pembayar pajat. Apabiﬁa pembayar pajak dacrah dapat
merasakan dampak manfzat pembayaran pajak yang dilukukannya.
Diharapkan timbul kesadaran d&ii. ikut berpartisipasi membayar pajak
sesual dengan ketentuan hukum jgang ada. Secara umum pemungutan
Pajak Daerah harus dilihat dar dua sist yaitu hasil guna dan daya guna
bagi pemerinta daerah cdan - masyarakat yang  bersangkutan

(Rustam,2014).
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t. Hasil ( yield )

a.

C.

d.

Memadat :daknya hesil suam pajak dalam kaitan berbagai
layanan yang dibiayvainvi,

Stabilitas dan mudah tidekava memeperkirakan besar hasil itw.
Elastisitas hasil pajek terhadap pertwmbuban penduduk.

Perbandinganhasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan { Zquiiy )

a.

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dantidak
sewWenang-wenang.

Pajak vang bersangkuran Jmus adil secara horizontal artinya
beban pajak haruslah samia benar antara berbagai kelompok yang
berbeda fetapi dengan k@c;i&u%iukan ekonon: yang sama

Adil secara vertikal arbnva kelompok yang memiliki sumber
ckonomiyarg sama beg&r memberkan sumbangan yang lebih
besar daripada kelomipok:yang tidak memiliki sumber daya

ekonomi.

3. Daya Guna Ekonomi { Economic Efficiency)

i@,

Pajak hendaknya mendamng pengguna sumber daya secara
efisien dan efektif dalan kehidupan ekonomi

Mencegah jangan sampai pﬁﬁmn konsumen dan pilihan produsen
menjadi salah arak alau orang menjacdi segan bekerja atau

menabung dan memperkecil bebanlain pajak.

4. Kemampuan melaksanakan ¢ ability io implement )
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kemauan tata usaha
b. Dalam menilai kemampuan administras: pengukurannya dilihat
dann kemudahan daian prosedur pemungutan pajak daeral,
kemudahar data potensi objek pajak akan memberikan optimasi
pemungutan pajak daeran.
¢. Kemampuan polis diperlukan dalemy pengenaan pajak,
menetapkan  strukiur  tarif, memutuskan siapa  vang harus
membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut
pajak secara fisik dan memaksakan saoksi terhadap para
pelanggar.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penernnaan Daerah
a. Haraslah jelas kepada dﬂemh mana suatn pajak dibavarkan, dan
tempat memungut pajek sedapat mongkin sama dengan tempat
akiir beban pajak
b. Pajak tidak dapat dihmdari, dengan cara memindabkan objek
pajak dan kemampuan taia usaha pajak daerah.
2.3.4 Sanksi Pajak Daerah
Peraturan Daerabh no ¢ tabun 2010 tentang ketentuan uwmum
Pajek daerah merupakan penyempiinaan peraturan sebelumnya yaitu
Peraturan Daerah no 4 tahun 2002
Peraturan Daerah nw ditetapkan selam karena pemberlakvan
Undang-Undang Namar 28 ”Ef%ahuu 2009, juga dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk lebih memberikan
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keadilan, kepastian hukuvm terhiadap hak dan kewajiban Wajib Pajak,
penegakan hukum dibidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuilan
Wajib Pajak dalamn melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tertib
administrasi perpajakan daerah, vang pada akhinya akan meningkatkan
penerimaan daersh unfuk menunjang kemandirian  daerah, dalam
menscjahterakan  masyarakat.  Adapun  sanksinya berupa sanksi
administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

sanksi administrasi biasanya dilaksanakan dengan terbitan surat

pemberitahuan kepada wajib najak. Sebagai berikut :

a. Surat Ketetzpan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDEB), adalah
surat ketetapan pajak vang menentukan besamya jumlah pokok
pajak, jurnlah kredit pagak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi admvnisiratif, dan jumlah pajak yang masih
harus d.ibaya}‘_ Jumlah ;gmjak vang lerutang dalam SKPDKB
sebagaimana dikenakan sonksi admunistras: berupa kenaikan pajak
sebesar 25% (dua puleh lima persen) dari pokok pajak, ditambah
sanksi administrasi berupe bunga sebesar 2% (dua persan) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka wakta paling lama 24 {dua puluh empal) bulan dihitung
sejak saat
terutangnya pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT), adalal: surat: ketetapan pajak yang menentukan
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tarnbalian  atas  jumlal psjak yvang  telal.  ditetapkan Jumlah
kekurangan pajak vang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDXKBT ) dikenakan sanksi
administrasi berupa kenakan pajak sebesar 100% (seratus persen)
dari jurnlah kekurangan pajak tersebut.

Terkait dengan sistem solf assessment dalarn hal Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak membentulkan sendirt Surat Tagthan Pajak
Daerah (SPTPD) sebagmmana maka dapat mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar, oleh karena itu kepadanya dikenakan
sanksi adm:nistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas jumlah pajak yang hurang dibayar, dihitung sgjak saal
berakhitnya penyampuian SPTPD  sampai  dengan tanggal
pembayaran karena ggie:mbaeﬁzﬁ.an SPTPD.

Wajib Pajak yang swlah mepjalankan usahanya tetapi tidak
mendaf'tarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda vyang besarnya ditetapkan oleh
Gubernur, dan kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan NPWPO
secara jabatan. Dalam hal Keberatan Wajib Pajak dilolak atau
dikabulkan sebagian, Wﬁjﬂs Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 50 o (Tima puluh persen) dar! jurnlah pajak
berdasarkan Surat Keputusin Keberatan dikurangi dengan pajak

yang telah dibayar sebelun mengajukan keberatan.
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a. Wajib Pajak yang karera ke alpaannya tidak meyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Dzerab atau mengisi dengan tidak benar atan
tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang tidak benar
schingga mcrugikan keusngan dacrah dapat dipidanakan dengan
kurungan paling lamea safts tahun dan paling banyak dua kali
jumlah pajak yang terutang.

b, Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampeikan Surat
Pemberitahuan Pajak Deerall atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak lengkap ataupun melampirka keteranagan yang tidak benar
sehingga merugikan keuvangan daerah dapat dipidanakan dengan
pidana penjara paling lama :dua fahun atau paling banyak empat
kali jamlah pajak terutamg. |

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel
Adalah pajak pajak atas pelayanan yang disediakan oleh holel, Hotel
adalah fasilitas peryedia jasa penginapan! peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wés:m@ pariwisata, pesanggrahan, rwmah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumtah kamar lebih
dari 1C (sepuluh).

2.4.2 Objek Pajak dan Bukan Obiek P‘éajak Hetel

1. Objek Pajak Hotel
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a haol ¢ Hotel »
a, Diek Fajax nolel o

datan pelayanan yang disediakar oleh hotel
dengan pembayaran.  termasuk  jasa  penunjang  sebagai
kelengkapan hotel vang sifataya membarikan kemudaban dan
kenvamanan, termasuk fasifitas olahraga, hiburan dan persewaan
ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.

b. Jasa penunjang yang dinaksud adalah fasililas telepon, faksimile,
teleks, mternet, fotokop. pelayanan cuci, seterika, transpoitasi,
dan fasilitas scjenis luinnya yvang disediakan atau dikelola hotel.

2. Bukan Objek Pajak

Pada Pajak Hotel tidak semwua pelayapan yang diberikan oleh

penginapan dikenakan pajak ada beberapa pengecualian vang tidak

termasuk objek pajak

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintzh Dacrah

‘b. jasa sewa apartemen. koadomimum, dan sejenisnya

¢. jasa tempat tmggal di n.zmaﬁ:a sakit, asrama perawat, pantt jompo,
panli asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh wmum.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel
1. Subjek Pajak Hotel

subjek Pajak Hotel adalah cfxrm"ég pribadi atau badan yang melakukan

perobayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel. Maksodnya adalah subjek pajak disini merupakan konsumen
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orang pribadi staupun baden yang menikmati pelayanan hotel
sehingga subjek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

2. Wajib Pajak Hotel
Wapb Pajak Hotel adalsh ﬁn‘@mg pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel. Wajib l%’aﬂ?;ak disini adalaly orangpribadi atau
badan yang diberikan kewem@gzm untuk memungut pajak dari
konsumen (subjek pajaky dan f:z:@elak'sanakan kewajiban perpajakan
lainnya.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Pé;'himngan Pajak Hotel
1. Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada hotel. Yang dimaksud dengan
pembayaran atau se  hatusnyva ;ezéibayar adalah jumlah yang diternna
atau scharusnya diterima sei@agai imbalan atas penyerahan jasa
sebagai pembayaran,
Penyerahan jasa adalab pelayanan jasa yang dibenkan oleh

hotel baik sendivi manpun kerjasama dengan pihak lain,

2. Tarif Pajak
Tari! Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Penghitungan Pajak
Besaran pokok Pajak Hote! vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarii’ yang sudah di?tenmkzm yaitu sebesar 10% dikali

dengan jumlah pembayarannyva.
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2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daceali (PERDA) 0o, 13 talum 2010 tentang

pajak mburan adalah pajak atas pémyelenggaraan iburan, dalam hal ini

hiburan adalah scmua jenis comtonan, pertunjukan, permaingn dan

keramaian yang dirdkmati ¢engan pungutan bayaran.

2.5.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburen adalah jasa penyelenggaraan hiburan

dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud dengan hiburan dalam hal

ini adalah sebagai berikut :

a,

b.

tontonan filn

pagelaran kesentan, musik, tari, dan/atau busana
kontes kecantikan

Pameran

diskotik, karaoke, klab inalam, dan sejenisaya
sirkus, akrobal, dan sulap |

permainan bilyar, goll, dan bowling

. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan pemainan ketangkasan

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
center)

pertandingan olahraga
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k. penyelenggaraan hnburan i tempat keremaian © tempat wisata,
taman rekreasvrekreast keluarga, pasar malam, pemancingan,
komudi puter, kereta pesiar dan sejenisnya.

2. Bukan Objgek Pajak Hi !:mmm.

Dikccualikan  dari objek  Pajak  Hiburan  adalah
penyelenggarasn hiburan vang tidak dipungut bayaran pada acara
pernikahan, upacara adat, kegatan keagamaan, dan pameran buku.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

1. Subjek Pajak Hiburan
Subjek Pajak Hiburan adalzh orang pribadi atau badan yang
menikmati hiburan. Maksudnya subjek pajak disini merupakan
konswnen baik orang pribadi ataupun badan vang menikmati apapun
bentuk hiburan dengan kueraktenstk yang sudah dijelaskan dalam
peraturan daerah. Sehingga .subjek pajak sebagai penanggung
pembayaran pajak biasauya sudah di include melalni tiket (HTM).

2. Wajib Pajak Hiburan
Wejib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan. Wajib Fajak disini adalah orang pribadi
atan badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari
konsumen (subjek pajak) dan Emeiaksaﬂakan kewajiban perpajakan

fainnya.
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1. Dasar Pengenaan

a. Dasar pengenaan Paxax Hiburan adalah jumlah uang yang
ditenma atau yang scharusnya ditenma oleh peayelenggara
hiburan.

b. Jumlah uwang yang scherusnya diterima sebagaimana dimaksud
pada hurut (a), termasux ﬁ}otonagan harga dan tiket cuma-Cuma
yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak

a. Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar
10% (sepulah persen).

b. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari danJatau busana
sebesar 10% (sepulub persen).

¢. Tarif pajak wntuk kontes bkecantikan scbesar 10% (sepuluh
persen).

d. Tanf pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).

¢. Tarif pajak untuk diskouk, karaoke, klab malam, pub, bar, musik
hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (QJ) dan
sejenisnya sebesar 20% (a:lzm pulul persen).

. Tarjf pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh
persen). .

g. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice

skating) sebesar 10% (sepuluh persen).
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h. Tarif pajak untuk permeinan golf {ereen fee) sebesar 15% (Hma
belas persen) dan unigk driving range sebesar 10% (sepuluh
persen).

1. Tarit pajak untuk pacusn kuda, kendaraan bermotor dan
perimainan ketangkasan, sehesar 10% (sepuluh persen).

j.  Tarif pajak vntuk panii pijat, mandi vap dan spa sebesar 20% (dua
puluh persen).

k. Tarif pajak untuk reflcksi dan pusat Kebugaran/Titness Center
sebesar 10% (sepuluh persan).

L. Tarif pajak untuk oerandingan olahraga sebesar 5% (lima
persen),

m. Penyelenggaraan lsburan di tempat keramaian : tempat wisata,
taman rekreasi/relreassi  keluarga, pasar malam, kolam
pemancingan, komidi pular, kereta pesiar dan sejenisnya sebesar
10% (sepulanh persen}

3. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak I-iibu:m; yang terhutang dihitung dengan cara

mengalikan masing-masing ferif denpan dasar pengenaan pajak

sebagaimana yang sudah dizebutkan sebelumnya.

2.6 Pajak Restoran
2.6.1 Pengertian Pajak Resforan

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, Artinya restoran adalah
fasilitas penyedia makanan dan mﬁmman dengan dipungut bayaran yang

mencakup juga nunah makan, kefe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.



35

2.6.2 Objzk Pajak dan Bukan Objek Pajnk Restoran
1. Objek Pajak Restoran
Objek Pajak Restoran adalah pelavanan vang disediakan oleh
restorail. Pelavanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minumen yang
dikonsumsi oleh pembeli, ba& dikonsumsi di tempat pelayanan
meupua di tempat lan.
2. Bukan Objek Pajak
Tidak termasuk objek Pajak Festoran adalah
2) pelayanan vang disediakan resioran atau rumab makan yang
pengelolaanaya satu manajeman dengan hotel
b) pelayanan vang disediaksn oleh restoran yang nilai penjualanmya
(peredaran usaha) tidak melebili Rp. 200.000.000,- (dua ratus
Jjuta rapiah) per talun,
2.6.3 Subjek Pajak ¢an Wajib Fajak Restoran
1. Subjek Pajak
Subjek Pajak Restoran adalab orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minumarn dan restoran. Maksudnya adalah subjek
pajak disini merupakan konsinen orang pribadi ataupun badan yang
membeli makanan dan minuman, sehingga subjek pajak vang akan
menanggung pembayaran pssj;@k;
2. Wajib Pajak
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan vang

mengusahakan Restoran Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau
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badan vyang diberitkan kewenangan untuk memunout paiak dari
konsumen (subjek pajok) dan melaksanakan kewajiban perpajakan

lainnya.

2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif dap Cara Perhitungan Pajak Restoran

1.

Dasar Pengenaan

Dasar pengenazn Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
yang diterima atau yanga scharusnyva diterima restoran. Maksudnya
adalab jumlah yang diterima atan scharusmya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan jasa scbagal pembayaran kepada pengusaha
restoran.

Untuk usaha katering/jasa boga pembayaran adalah pada saat
diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha
katering/jasa  boga. Yang dumaksud dengan pembayaran atau
seharusnya dibayar adalab peniah yang diterima atau seharusnya
diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.
Tarif Pajak
Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Cara Penghituangan
Besaran pokok Pajak Festoran vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali

dengan dasar pengenaan pajak.



2.7.1 Pengertian Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelengaraan reklame. Rekiame yang

dimaksudkan disini yaitu banda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk

dan corak ragamnya dirancang vniuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan atanuntuk menarik perhatian  wmmm

terhadap barang/jzsa, orang staw badan, yang dapat dilibat, dibaca,

didengar, dirasakan dan dintkmat oleh umum,

2.7.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame

1. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklamse adalah semua penyelenggaraan

reklame. Objek Pajak sebagammana dimaksud pada Peratura Daerah

no 12 talun 205 1 bab 11 Pasal 3 avat (2), meliputi :

.

b.

<.

d.

e

reklame papan/bil 1board, videotron/ megatr n dan sgjenisnya
reklame kain |

reklame melekat, stiker

reklame selebaran

reklame berialan, termasuk pada kendarailn

reklame udara

reklame apung

. reldame suara

rekiame film/slide

reklame peragaan.
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Diselenggarakan melalu: miemet, media elektronik dan media
cetak.

b. Diselenggarakan oleh Femerintah atau Pemerintah Daerah,

¢. Diselenggarakan yang momuat nama tempat ibadah dan panti

asuhan,

d. Diselenggarakan sesuar dengen ketentuan yang mengatur nama
pengenal usaha atav profesi tersebut yang luasnya, tidak melebihi
1 m2 (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas)
meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lelib dan 1 (satn)

buah.

o

Diselenggarakan untuk tanzh tidak melebihi 1 m2 yang letaknya
ditanah tersebut.
. Diselenggarakan oleh Porwakilan Luar Negeri
g. label/merek  produk wvamg melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya.
2.7.3 Subjek Pajak dan Wajib Fajak Reklame
1. Subjek Pajak Reklame
Subjek Pajak Reklame ar:ialaﬁ} orang pribadi latau badan vyang
menggunakan reklame.
2. Wajib Pajak Reklame
a. Wajib Pajak Reklame adeﬁab orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklome.
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Dalam hal reklame diselenprarakan sendiri secara langsung oleh
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang
pribadi atau badan torsebut.

Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak

ketiga tersebut menjaci Wanb Pajak Reklame.

1. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajek Rekiame (DPP), Nilai Sewa Reklame

berdasarkan

.

el

Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol,
ckonomi dan hingkungan {diietapkan dalam keputusan gubernur)
Jenis reklaine

Jangka walkiu penyelenggaraan

Ukwran media Reklame

NSR ( Nilai Sewa Reklame 1 pada Pajak Reklame :

a.

Reklame kain : umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa
reklame saa dengan reklame papan.

Reklame tempel atau siker : Rp 5 per cm persegn atau
sekurang=kurangnya Rp 300.000 setiap penyelenggaraan.
Reklame berjalan atav reklame kendaraan : Rp 5.000 permeter
persegu perharl

Reklame udara : Rp ET..C%(ES.(:E?O perperagaan maksimal 1 bulan

Reklame svara : Rp 1000 per 15 detik
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Reklame film atau stide : Rp 5 000 per 15 detik dengan snara dan
Rp 2.000 per 15 detik LET. BUATA.

Reklame peragaan Ry 12.000 perhart atau setidak-tidaknya
minimal Rp 400.000 vntuk peragaan diluar roangan vang bersifat
permanen dan Rp 200,000 L;Im;k peragaan yang tidak permanen.
Reklame indoor / dalens ruangan sama seperti reklame peragaan
namun mendapat potongan 50%.

Reklame papan, billboard, videotron, LED per 1 meier persegi
perhari:

a) Protokol A: Rp. 15.600

b) Protokol B: Rp 10.090

c} Prtokol C: Rp. 8.000

d) Ekonomua kelas [ By, 5000

e) Ekononi kelas Ii: Rp ?&}@0{)

f) Ekonomd kelas Iil: Ryp. 2.000

g) Lingkungan: Rp. 1.G00

Penjelasan tambahan mengenai pajak reklame:

a. Pengertian reklame iermasvk juga merek, simbol logo
perusahazn yang .memp;&m fanda ataa inisial atau lambnag
perusahazn yang dapat mudah dikenali orang.

b. Reklame papan: ﬁﬁpmm, poster, wrapping, dan yang

ditempel-rempel ke dinding, pagar, tiang, dan lain sebagainya.
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¢. Keklame kain: bendera, krev, umbul-umbul dari bahan kain,
Karet, karung, dan lain-lain.
d. Reklame kendaraan: kapal laut, kereta apVKA, pesawat udara,

dan sebagainya.

&

Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci,
kanting, dan lain scbagainye yang dibagikan secara cuma-
Cuma alias gratis.
2. Tarif Pajak
Tarif Pajak Reklame vang diteiapkan sebesar 25 % ( Dua pulah lima
persen )
3. Cara Penghitungan
Besaran pokok Pajak Reldume. yang terntang dihitung dengan cara
mengalikan tarif yang sudah ditenndan yaitu sebesar 10% dikali DPP
( Dasar Pengenaan Pajak ).
2.8 Pajak Parkir

2.8.1 Pengertian pajak parkir
parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan tidak bersifat
sementara, maka Pajak Parkir adulab pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik vang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediskan scbagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kerndaraan barmotor.
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2.6.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, bailk vang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagal suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Bukap Objek Pajak Parkir

a.

penyelenggaraan tempat parkar oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah

penyelenggaraan tempal parkir oleh perkantoran vang hanva
digunakan untuk karyaweannya sendiri

penyelenggaraan tempat g;;}arlﬁ;jzr oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas
sampat dengan 10 (sepulaby) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih
dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2
(dua)

penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan

unttuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

2.8.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

1. Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah srang pribadi atau badan yang melakukan

parker kendaraan bermotor,
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2. Wajib Pajak Parkir
Wajib  Pajak Parkir adalah orang pribadi atay badan yang
menyelenggarakan tempar parkir

2.8.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

1. Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan Pajak FParkir adalah pembayaran atau  yang
seharusnya dibayar kepada peneyelenggara tempat parkir. Maksud
dari jumlah yang dibayar adalah termasuk poiongan harga parkirdan
parkir Cumma-Cuma yang diberizan kepada penerima jasa parkir

2. Tarif Pajak
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

3. Cara Perhitungan
Besaran pokok Pajak FParkir ¥ang terutang dihitung dengan cara

mengalikan fari yang sudsh Jditentukan vaitu sebesar 20% dikali

dengan dasar pengenaan pajak



2.9 Kerangha Pemikiran

Suku Dinas Pendapatan
Deerah

Pengembilan Daia Pajak Daerah tahun

2010-2014

v
Klasifikasi Pajak
Daerah
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kA

Pajak Hiburan

Paiak Reklame

v v

Pajak Hotel

k4

% Pajak

Parkir

Pajak Restoran

¥

Penerimaan dan Periumbuhan Pajak
Daerah (2010-2014)

L

Analisis

Rasio

Sumber : Penulis (Diolah)

i 4

Deskriptif
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Dalam Penelitian ini penclitz melakukan perelitian pada Suku Dinas
Pelayanan Pajak (SUDIN PP} Jakarts Timur. Pengambilan data yang diteliti
merupakan data penerimaan dan pertumbuhan pajak daerah periode 2010-2014,
Adapun klasifikasi pajak nya dari 5 sekior vaiiu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.

Dalam pemenuhar pembiayaan kebutuhannya, setiap daerah memiliki
potensi yang berbeda-beda baik itu dari jenis maupun besarnya penerimaan daerah.
Pajak Daerah merupakan salzh satu samber penerimaan daerah yang berperan besar
dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Triantoro (Abdul Halim, 2004:142)

menyebutkan bahwa :

“Pajak Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah
memiliki prospek yang samgat bailk wniuk dikembangkan. Oleh sebab itu
pajak daerah harus dikelola kontribwsinya ferhadap anggaran pendapatan
dan belanja daerah ... .

Penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah memiliki jumlah yang
berbede-beda tergantung dari potensi muasing-masing dazrah. Karena SUDIN PP
hanya mengurusi lima sektor pajak vaog ada di Jakarta Timur maka penerimaan
dan pertumbuhan pajak hanya berasalal dari lima sekior yaitu Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir,

Untuk menilai penerimaan dan pertumbuhan pajak daerah menggunakan
Rasio kontribusi dan Rasio pertumbuhan. Dapat diketahui nilai kontribusi dan
tingkat pencapaian targetnya pada tiap sektor berdasarkan range tingkatan sebagai
tolak ukur penerimaan. Serta pada perturabuhan akan terlihat sektor yang memiliki

harapan untuk mendapat penerimaan lebih tinggi.



